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ABSTRAK

Penyidikan merupakan salah satu tahapen penting dalam sistem peradilan pidana
Indanesia karena melalui proses penyidikanlah ditemukan barang bukti dan melalui
barang bukti tersebut ditemukan siapa pelaku tindak pidana, Penyidikan dilakukan aleh
penyidik, scorang penyidik memerlukan teknik untuk melakukan penyidikan agar
tersangka pelaku tindak pidana pencurian di lingkungan PT. Semen Padang memberikan
keterangan vang tidak berbelit — belit dan sesuai dengan modus operandi  yang
dilakukannya, Seorang penyidik dalam melakukan penyidikan juga harus mem perhatikan
ruang lingkup penyidikan yang terdiri dari informasi, interngasi, dan instrumentasi,
Permasalahan vang dikemukakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah teknik
penvidikan yang dilakukan penyidik dalam penyidikan tindak pidana pencurian sarana-
sarana produksi di lingkungan PT.Semen Padang dan kendala apa yang dihadapi oleh
penyidik dalam penyidikan tindak pidana pencurian  sarana-sarana produksi i
lingkungan PT. Semen Padang. Penulisan skripsi ini menggunakan metode sosiologs
vurisdis artinva pendekatan yang digunakan melalui penelitian hukum dengan melihat
ketentuan hukum vang berlaku (hukum  positif) dan kemudian dilibat bagaimana
kenyataan prakteknya dilapangan. Selain ity dalam penulisan skripsi ini, penulis
mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan fLibrary Research) dan penelitian
lapangan {Ficld Research). Dari hosil penclition di lapangan teknik penyidikan yang
dilakukan penyidik terhadap tindak pidana pencurian dimulai dengan teknik penyidikan
di TKP dimana penyidik sudah mengikuti sesuai dengan teori yang ada tetapi penyidik
tidak mengetahui adanya metode pencarian barang  bukii. Selanjutnya  penyidik
melanjutkan ke teknik pencarian keterangan dan teknik pemeriksaan saksi dan
tersoneka Dalam upaya paksa penyidik juga memerlukan teknik vang tepat untuk
melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Kendala yang
dihadapi penyidik ada yang sifatnya intern dan ada yang sifutnya ekstern dan itu menjadi
penghalang bagi penvidik dalam melakukan penyidikan. Penulis juga melampirkan suatu
kasus vang tersangkanya Riko Saputra dengan Mo B/108/VI/2006/Res. Dalam penulisan
skripsi ini penulis berkesimpulan penyidik sudah melakukan teknik penyidikan dengan
baik walaupun masih ada kekurangan dan kendala menjadi fakior penghambat bagi
penvidik melakukan penyidikan. Penulis menyarankan penyidik hendaknya melakukan
teknik penyidikan lebih teoritis lagi dan kendala vang ada tidak menjadi penghalang bagi
penyidik.



BABT

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyidikan merupakan salah satu tahapan vanp penting dalam  sistemn
peradilan pidana Indonesia. Melalwi proses penyidikan ini dapat ditemukan bukti-
bukti suatu tindak pidana dan melalui bukti yang ditemukan tersebut penyidik dapat
mepemukan tersangkanva. Proses penvidikan dilakukan olch penyidik untuk itu
terlebih dahulu perlo dibatasi siapa yang disehut dengan penyidik, Pasal 1 angka 1
Undang-Undang Momor & Tahun 1981 tentangy Hukum Acara Pidana (vang
selanjutnya disingkat KUHAP) menyebutkan pengertian penyidik adalah
“Pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negen sipil terientu
yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penvidikan™,

Pengertian penyidik vang diberikan Pasal 1 angka 1 KUHAP tersebut
memberikan batasan yang jelas siapa vang disebut penyidik, jika pengertian penvidik
sudah jelas maks proses penyidikan harus dilakukan oleh pejabat vang berwendng
yang telah ditentukan Undang—Undang terscbut. Setiap kasus tindak pidana yang
tegadi maka pejsbal kepolisianlash yang melakukan penyidikan dan adakalanya
didampingi olch Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Penyidik memerlukan teknik dalam menyidik suate tindak pidana agar

tersangka yang melakukan tindak pidana pencurian ini dapat memberikan keterangan

" Harmaah, Andi, KURP & KUHAP, Rineke Cipl, Jakarta, 2004, hal 229,



vang sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Kadangkala tersangka dalam
memberikan keterangan berbelit-belit dan menjawab pertanyaan vang diajukan
penyidik tidak seswat denpgan modus operandi tindak pidana yang dilakukannya
disinilah berperan tcknik penyidikan agar tersangka dapat memberikan keterangan
sesuai dengan cara tersangka melakukan tindak pidana.

Dalam melakukan penyidikan seorang penyidik harus memperhatikan hal-hal
vang berkaitan dengan ruang lingkup penvidikan vaitu schagai berikut ;

1. Informasi

Yang dimaksud dengan informasi yaitu hal-hal vang dapat diketahui penyidik
dari pihak tectentu. Charles O Hara juga memberikan batasan pengertian mengenai
informasi vaitu hal — bal yang dapat diketahuoi penyidik dengan jalan menghimpurninya
dari orang lain.

Dalam melakukan penyidikan seorang penyidik dapat  menjadikan
pemberitaan pers sebagail sumber yang uwtama. Seorang penvidik dapat membuat
kliping-kliping koran dan dokumentast yang berhubungan dengan kriminalitas akan
mepiadi lanokah yvanp sanmat efektif dalam menopeng penyidikan,

2. Interopasi
Interogasi merupakan suatu wawancara vang bertujuan untuk mendapatkan

pengakuan bersalah dari seorang tersangks. selain it tujuannya adalah mendapatkan



penyidik harus depat mengumpulkan bukti sesuai dengan teknik yang ada dalam
proses penyidikan,

Seorang penyidik dalam melakukan penyidikan juga harus memperchatikan
asas praduga tak bersalah dan juga asas legalitas yang dischut juga dengan asas “
nullum delictum nulls poena sine previa lege poenali”. Asas Legalitas ini diatur
dalam Pasal 1 KUHP menyatakan yaitu ;

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan
perundang—undangan pidana yang telah ada sebelumnya.™

Dengan adanya asas pradupa tak bersalah ini seorang penyidik juga harus
memperhatikan Hak Asasi Manusia tersangka terschut, mulai dari seorang tersangka
u ditangkap dan kemudian dilakukan penahanan seorang penyidik tetap harus
memperhatikan asas praduga 1ak bersalah ini. Teknik Penyidikan seorang penvidik
juga harus memperhatikan ilmu—ilmu pendukung vang dapat mempermudah proses
penyidikan tindak pidana pencurian ini misalnya: ilmu balistik, ilmu temang sidik
jari, dan juga ilmu kriminologi.

Tindzk pidans pencurien memang scring tedjadi di lingkungan I'T. Scaen
Padang, ini terjadi karena banyaknya sarana-sarana produksi vang bernilai ekonomis,
Sarana—surang produksi yang bemilai ckonomis tersebut  antara lain @ besi-besi dan
plat—plat aluminium sebagai bahagian dari mesin produksi, mesin las, kabel las, laser,
generator, selain ity juga ada bahan yang dipergunakan untuk merawat mesin pabrik

tersebut seperti oli yang digunakan untuk melumasi mesin - mesin. Berbagai kasus

b Andi Humaah, O Cir. hal 3.



penjelasan mengenai fakts tertentu mengenai kejahatan dad seorang yang tidak
bersalah dalam suatu l--:{.:_*iaauhmarj.1
3. Instrumentasi
Dalam suatu penyidikan scorang penvidik jelas memerlukan dukunpgan
instrumentasi yaitu sarana-satana yang mempunyai kaitan yang diperlukan dalam
penyidikan, Instrumentasi tetnyata mempunyai bidang yang luas dari  pada
kriminalistik karena instrumentasi menjangkau juga semua metode teknis didalam
suaty penyidikan oleh karena ilu dalam instrumentasi termasuk juga hal — hal sebagai
berikut - ?
a. Sidik jari
b. Modus operandi
c. Alat pemeriksa kebohongan (ffe detecior)
d. Sistem komunikasi
e. Alat — alat pengawasan misalnva rfelefitolensia, r-ray uwnit, dan metal
detector,
SCOTEANE penyiaie yang aran menyidik kasus tindak pidana pencurian ini
tentunya memerlukan teknik yang berbeda-beda dalam menghadapi pelaku yang
berbeda pula, Tersangka yang berasal dari lingkungan yang tidak berpendidikan tentu

akan memberikan keterangan yang seadanya dan dengan keterangan tersebut

PO0W, Bawengan, Penpidibun Perkara Pidan dan Tekait fmerepasi, Pradyn Pacamito, 1998, hal
2.
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C. Tujuan Penelitian
1. Untuk dapat mengetahui bagrimana teknik penvidikan vang dilakukan oleh
penyidik terhadap tersangka tindak pidana pencurian sarana-sarana produksi

yang tecjadi di lingkungan PT, Semen Padang.

[

Untuk dapat mengetahui kendala—kendala apa saja yang dihadapi oleh
penyidik dalam proses pemeriksann dengan mengunakan teknik penyidikan
terhadap tersangka.

3. Untuk dapat mengetahui kasus tindak pidana pencurian vang telah werjadi di
lingkungan PT. Semen Padang dan menpetashuei analisis tethadap kasus

fersebut,

D. Manfaat Penelitian
Penulisan ini dibarapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun
secara praktis ;
[. Manfaat Praktis
1. Apar para axkecenis mendspatkan tambahan pengetalivan teniang
teknik penyidikan suatu tindak pidana pencurian dan mengetalui
kendala yang dihadapt penyidik dalam menyidik suate tindak
pidana pencurian.
2. Unwk memperdalam dan memperkaya khasanah pengetabuan J

bidang literatur-titeratur ilmu hukum, khusesnya hukum pidana.
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